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PUTUSAN
Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.Mw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara
Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
karyawan BUMN, tempat kediaman di ........ , Kabupaten Teluk
Bintuni, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama lIslam, pendidikan S1, pekerjaan Guru
Honorer, tempat kediaman di ......... , Kabupaten Pangkep,
Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2020
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada hari itu juga
dengan register perkara Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.Mw, mengemukakan hal-
hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Selasa, tanggal 22
Oktober 2019, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) .......... ,
Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Kutipan Akta
Nikah Nomor: ......... , tanggal 05 November 2019;
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2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus
perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa sebelumnya Penggugat belum pernah mengajukan gugatan cerai
di Pengadilan Agama Manokwari;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
rumah kontrakan di Jalan Raya Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni;
5. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat
belum dikaruniai anak sampai saat ini;
6. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis,
kemudian sejak tanggal 19 Januari 2020 mulai terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan;
a. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah hasil
perjodohan antara kedua orang tua masing-masing;
b. Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat sebagaimana
mestinya sejak menikah;
C. Penggugat dan Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban
sebagai suami-istri seutuhnya;
d. Bahwa Tergugat mengakui kepada Penggugat bahwa Tergugat
tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap istrinya;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulangkali
terjadi, dan puncaknya pada tanggal 27 Februari 2020 terjadi pertengkaran
di mana sepulang Tergugat berobat di Sulawesi Selatan selama sebulan
dan hasilnya sama saja, maka Penggugat dan Tergugat sepakat cerai, hal
ini mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga
sekarang;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha
menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak
berhasil;
9. Bahwa atas sikap dan prilaku Tergugat tersebut, Penggugat sangat
menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup
berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan lebih baik bercerai
dengan Tergugat;
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10.Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama
Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan
Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi:

Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
Subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap di persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan
dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap
mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi
tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat
dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ......... ,
tanggal 5 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan, telah
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dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan

dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P dan diparaf:

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2
orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru
Kontrak, bertempat tinggal di ........ , Kabupaten Teluk Bintuni, Saksi
mengaku sebagai sepupu Penggugat, di persidangan saksi tersebut telah
memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Tergugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah di
Kabupaten Pangkep pada bulan November 2019;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di
Kabupaten Pangkep kemudian pada bulan November 2019 Penggugat
dan Tergugat bersama-sama ke Kabupaten Bintuni dan tinggal di
rumah kontrakan;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun
dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 Penggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sering
berselisin dan bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberikan
nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

- Bahwa, Tergugat pada saat tinggal di Kabupaten Pangkep bekerja
sebagai guru honorer namun setelah pindah ke Kabupaten Bintuni
Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada
Penggugat;

- Bahwa, Tergugat sebagai suami tidak mampu memberikan nafkah
bathin kepada Penggugat, pada bulan Desember 2019 Tergugat sudah
berusaha untuk berobat di Kabupaten Pangkep namun tidak berhasil;

- Bahwa, Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran
tersebut dari cerita Penggugat kepada Saksi;
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- Bahwa, sejak bulan Desember 2019 Penggugat dan Tergugat sudah
tidak tinggal bersama karena Tergugat pulang ke Kabupaten Pangkep
dan hingga kini tidak pernah kembali menemui Penggugat;

- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI Il, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Mahasiswi, bertempat tinggal di .......... , Kabupaten Manokwari, Saksi
mengaku sebagai sepupu Penggugat, di persidangan saksi tersebut telah
memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober 2019 di
Kabupaten Pangkep;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah kontrakan di Kabupaten Bintuni;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi pada awal-awal pernikahan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis,
Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa, Saksi tidak menyaksikan sendiri perselisihnan dan pertengkaran
yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Saksi mengetahui
Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena
Penggugat menceritakan keadaan rumah tangganya yang tidak rukun
dan harmonis kepada Saksi;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar
karena Tergugat tidak mau bekerja. Tergugat pada awalnya bekerja
sebagai guru honorer di Kabupaten Pangkep namun setelah pindah ke
Kabupaten Bintuni Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;

- Bahwa, yang Saksi ketahui Tergugat juga mempunyai penyakit dan
pulang berobat ke Kabupaten Pangkep namun Saksi tidak mengetahui
penyakit Penggugat tersebut;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu Penggugat dan
Tergugat tidak tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah karena Tergugat
pergi dari kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan kembali ke
Kabupaten Pangkep;

- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan
mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada
pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak
Penggugat dengan memberikan nasehat agar bersabar dan tetap
mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil,
dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal
154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor
1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di
persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak pula
mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak
dengan alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal
149 RBg perkara aquo dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat menyatakan antara Penggugat

dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada
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harapan akan hidup rukun kembali, karena Tergugat tidak menafkahi
Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban
sebagai suami isteri seutuhnya, dan Tergugat mengakui kepada Penggugat
bahwa Tergugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami
terhadap isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya Penggugat telah
mengajukan bukti surat P, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai
cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi
bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Oktober 2019 tercatat pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan .......... , Kabupaten Pangkep, Provinsi
Sulawesi Selatan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh
karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I), dan saksi 2 (SAKSI II) yang
diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang
menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan
keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi
tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi | dan saksi Il
Penggugat tidak berdasarkan pengetahuannya secara langsung (Testimonium
de auditu), dan menurut Yurisprudensi, testimonium de auditu tidak dapat
digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang
bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan
sesuatu (Putusan MARI No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959),

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian penggunaan saksi testimoum de auditu dalam hal ini tidak
dilarang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa saksi dalam kategori Testimonium de auditu dapat
diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian, karena
perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara personel recht (berhubungan
dengan orang), sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah
sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar
langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan
adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap kesaksian yang
diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2, Majelis Hakim tetap menilai dan telah
menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas
keterangan Penggugat, hal ini menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan
sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak
dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang
dapat dinyatakan dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang
harus dibuktikan oleh Penggugat, selain itu saksi-saksi yang dihadirkan
Penggugat juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan atau orang
dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan terdapat unsur kesesuaian dan
kecocokan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, yang
pada intinya bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
telah tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus dan tidak ada penyelesaian, yang mengakibatkan keduanya berpisah
tempat tinggal, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan
Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat bertanda P, dan
keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:
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- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami
istri yang sah dan belum pernah bercerai;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang terus menerus, karena selama menikah Tergugat
tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 8
(delapan) bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun,
namun tetap tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai
dan tidak bersedia lagi rukun dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa Penggugat di persidangan telah menegaskan
sikapnya yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana merupakan
fakta yang ditemukan Majelis di dalam persidangan, sikap Penggugat tersebut
merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai
suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap
Penggugat tersebut maka majelis melihat Penggugat sudah tidak ada i'tikad
untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, apalagi saat ini
Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dengan demikian dapat
dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri
sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat
terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan
sulit untuk dirukunkan lagi bahkan telah mengakibatkan Penggugat dan
Tergugat berpisah rumah selama 8 (delapan) bulan, dan upaya mendamaikan
dari pihak keluarga tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta hukum tersebut di atas, maka
Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
pecah (broken mariage) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan
keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai
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rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah
sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula
yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret
1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi
perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah
dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i dari
kitab Ahkam Al-Quran Juz Il halaman 405 karangan ar Razi al- Jashash, yang
diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

oz pds gu ol wall alSx o o SLx odl eta po

Ll o g2

al =Y

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir dalam

persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dzalim
sehingga hak jawabnya menjadi gugur”.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di
persidangan sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum oleh
karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka gugatan Penggugat
patut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan keduan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan

dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;
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MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp4.062.000,00 (empat juta enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Manokwari pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020 Masehi
bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Muh. Amin. T,
S.Ag., S.H.,, M.H. sebagai Ketua Majelis, Fathur Rahman S,Sy. dan Faiz
Amrizal Satria Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Missah
Hamzah Suara, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fathur Rahman S,Sy. Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.

Panitera,

Missah Hamzah Suara, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Biaya Proses :Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp3.946.000,00
- PNBP Pgl | Penggugat :Rp 10.000,00
- PNBP Pgl | Tergugat :Rp 10.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai ‘Rp 6.000.00
Jumlah : Rp4.062.000,00

(empat juta enam puluh dua ribu rupiah).
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